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PERENCANAAN KEBUTUHAN
BARANG MILIK NEGARA
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INDUSTRY

Dasar Hukum
01

« PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
* PP 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga.

O 2 Peraturan Menteri Keuangan

PMK 150/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

* PMK 7/2016 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik
Negara Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan.

« PMK 76/2015 tentang SBSK Barang Milik Negara berupa Alat Angkutan
Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri

O 3 Keputusan Menteri Hukum dan HAM

* Nomor M.HH-01.PB.01.02 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman SBSK
Peralatan dan Mesin di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM



DESKRIPSI

Kegiatan rerumuskan rincian  kebutuhian BMN  untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah Ialu
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar
dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Guna mewujudkan efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi
‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penyusunan RKBMN untuk Pengadaan berdasarkan
Standar Barangdan Standar Kebutuhan.




KEWENANGAN DAN
TANGGUNG JAWAB

Menteri Keuangan

Pengelola Barang
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RUANG RKBMN

o

PEMELIHARAAN

PENGADAAN

» Tanah dan/atau bangunan/gedung
untuk kantor Pemerintah

» Tanah dan/atau bangunan untuk
Rumah Negara

» Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas
Jabatan Dalam Negeri

* BMN berupa tanah dan/atau bangunan
* BMN berupa alat angkutan bermotor

* BMN selain dua hal di atas dengan nilai
perolehan minimum Rp. 100.000.000




Prinsip Perencanaan Kebutuhan BMN

Penyusunan RKBMN untuk Pengadaan BMN wajib
memperhatikan ketersediaan BMN yang ada pada Satuan @ _ ‘

Kerja yang dipimpin.

Penyusunan RKBMN untuk Pemeliharaan BMN wajib
memperhatikan daftar barang yang memuat informasi ‘

mengenai status barang dan kondisi barang

RKBMN untuk pengadaan BMN diusulkan oleh Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap BMN

yang telah terdapat Standar Barang dan Standar Kebutuhan. 0

RKBMN untuk pemeliharaan BMN diusulkan oleh Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
1. BMN berupa tanah dan/atau bangunan ;
2. BMN selain tanah dan/atau bangunan untuk :

- BMN berupa alat angkutan bermotor

- BMN selain alat angkutan bermotor, dengan nilai perolehan
persatuan paling sedikit sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta
rupiah)
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RKBMN

o

RKBMN untuk pemeliharaan BMN tidak dapat diusulkan oleh
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:

BMN yang berada dalam kondisi rusak
berat;

BMN yang sedang dalam status

penggunaan sementara (diusulkan oleh

K/L/I yang menggunakan sementara BMN) -
BMN yang sedang dalam status

dioperasikan pihak lain; dan/atau

BMN yang sedang dalam status dilakukan

pemanfaatan (tidak termasuk pemanfaatan
dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka

waktu kurang dari 6 bulan)

’_




"‘ Capaian Target

‘ *Perencanaan BarangMilik Negara
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Standardisasi BMN sebagai salah
satu upaya meningkatkan quality
assurance belanja modal BMN
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Station Wagon
Sepeda Motor
Meja Rapat
Lemari Es
Tabung Pemadam Api
Alat Pemotong Kertas

LCD Projector/Infocus

Focusing Screen/Layar LCD
Projector
Scanner (Peralatan
Personal Komputer)
Rak Server

Televisi
Camera Digital

Kamera Udara




Mesin Fotocopy Electronic
Sound System
Microphone
Unit Power Supply
Alat Penghancur Kertas
A.C. Sentral
A.C. Split

Rak Kayu

Stationary Generating Set

External/ Portable Hardisk
Lap Top
Kursi Besi/Metal

Lemari Besi/Metal




BMN
Kanwil Sulawesi Barat

Printer (Peralatan Personal
Komputer)
Lemari Display
P.C Unit
Computer Editing

Tripod Camera




Thank You



